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Thelma Wawointana. Disertasi. Pengembangan Kelembagaan di Sektor Publik (Studi Kasus Peran “Mapalus” dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan: Peran institusi lokal “Mapalus” sebagai basis penciptaan nilai pelayanan publik di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas); Bentuk partisipasi publik dalam menciptakan Kamtibmas; Faktor-faktor institusional yang mendukung dan menghambat peran ‘Mapalus’ dalam menciptakan Kambitmas; Strategi pengembangan Forum Mapalus sebagai wahana menciptakan Kamtibmas. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam kepada informan yang ditentukan secara sengaja berdasarkan derajat keterlibatan dan pemahamannya terhadap fokus masalah.  
Hasil penelitian menemukan bahwa Mapalus merupakan nilai budaya masyarakat Minahasa dilegalisasi oleh pemerintah melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Forum Mapalus Kamtibmas. Forum Mapalus Kantibmas melibatkan aparat pemerintah desa/kelurahan, kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan tokoh masyarakat. Forum Mapalus Kamtibmas belum berperan secara optimal sebagai basis penciptaan nilai pelayanan publik di bidang Kamtibmas. Penyebabnya, antara lain, adalah peran Pemerintah Daerah yang lemah dalam menginternalisasikan nilai-nilai lokal Mapalus ke dalam formulasi dan implementasi kebijakan, serta faktor pendanaan/anggaran dan pengelolaannya yang kurang transparan, sumber daya manusia yang kurang memiliki kompetensi, dan sikap Pemerintah Daerah yang kurang responsif. Forum Mapalus Kamtibmas belum terimplementasi dengan baik disebabkan faktor sosialisasi, koordinasi, dan pendanaan, sehingga kegiatannya belum efisien dan efektif. Kesadaran masyarakat dan peran elit lokal masih kurang dalam berpartisipasi, demikian pula dukungan politik dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kurang, serta kurangnya partisipasi publik karena sosialisasi, dan koordinasi dari pembuat kebijakan yang masih kurang. Faktor-faktor institusional yang mempengaruhi adalah faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Strategi pengembangan institusional adalah revitalisasi dan penguatan fungsi Foru mapalus kamtibmas melalui kerjasama antara Polisi, TNI, pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat dengan mensosialisasikan nilai budaya lokal Mapalus, serta mereformulasi isi kebijakan, mengintensifkan pelaksanaannya. 
Penelitian ini merekomendasikan agar Forum Mapalus Kamtibmas dilanjutkan dan disosialisasikan secara berkelanjutan dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat, sehingga dapat terbangun partisipasi publik dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.







THELMA WAWOINTANA. 2016. Dissertation. The Institutional Development in Public Sector (A Case Study of the Role of “Mapalus” in Creating Public Security and Order in Minahasa District North Sulawesi Province) (Supervised by Haedar Akib as the promoter, Suradi Tahmir and Ferdinand Kerebungu as the co-promoters). 

 	The research aims to analyze and explain: the role of local institution of Mapalus as a basis of creating public service value in kamtibmas (public security and public order); the form of public participation in creating kamtibmas; the istitutional factors which supports and hampers the role of Mapalus in creating kamtibmas; development strategy of Mapalus Forum as the media to create kamtibmas. The research is qualitative with a case study approach. Data is collected by conducting observation, documentation, and in-dept interview techniques to the informants who are chosen purposely based on the involvement degree and understanding toward the problem of the research. 
	The result of the research indicates that Mapalus is a cultural value of Minahasa society legalized by the government through Regulation of North Sulawesi Governor, Number 8 Year 2012 on the formation of Mapalus Forum for kamtibmas. Mapalus Forum for kamtibmas involved government apparatus of village, police, soldier, and public figure. Mapalus Forum for kamtibmas had not been served optimally as a basis in creating public service value in kamtibmas. The causes among others are the role of local government is weak in internalizing loval velues into the policy formulation and implementation, and less transparent concerning funds and its management, less competence human resources and less responsive attitude of local gevernment. Mapalus Forum for kamtibmas had not been implemented well due to the factors of socialization, coordination, and funding, so the activity  had not been afficient and effective. Lack of participation on the awareness of society and the role of local elite as well as the political support from the member of the local legislative, and lack of public participation  because of socialization, and lack of coordination from the policy maker. The institutional factors which give influence are communication, resources, disposition, and bureaucracy structure. The institutional development strategies are the revitalization and srengthening of the function of Mapalus Forum for kamtibmas through cooperation with police, soldier, district government, and society by socializing local culture value of Mapalus, and reformulating the policy content, intensifying the implementation. 
The recommendation based on the research is to continue and socialize Mapalus Forum for kamtibmas sustainably to society to be able build public participation in creating kamtibmas. 














Kebijakan publik di Indonesia selalu berkaitan dengan upaya-upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial (Pembukaan UUD 1945). Selanjutnya dalam pasal 30 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa: Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
Lembaga kepolisian menurut UUD 1945 selain merupakan lembaga pemerintahan (regering organen) juga sebagai lembaga administrasi (administratif organen), karena tugasnya di bidang keamanan dan ketertiban umum merupakan tugas wewenang administrasi. Penyelenggaraan administrasi negara meliputi lingkup tugas dan wewenang yang sangat luas, yaitu setiap bentuk perbuatan atau kegiatan administrasi yang dikelompokkan ke dalam: (a) tugas dan wewenamg administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum, (b) tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat menyurat sampai kepada dokumentasi dan lain-lain, (c) tugas dan administrasi negara di bidang pelayanan, (d) tugas dan wewenang administrasi negara di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum (Rianto dan Lestari 2012:3-4).
Menurut UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, pasal 13 dinyatakan bahwa “Tugas dan wewenang Polri ialah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat”. Polri dalam menjalankan fungsinya sebagaimana perspektif baru tersebut berada langsung di bawah Presiden baik dalam jabatannya selaku kepala pemerintahan maupun selaku kepala negara. Hubungan Polisi dan masyarakat dalam memberikan pelayanan dan pengayom kepada publik, Polisi berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sejak di berlakukannya otonomi daerah yang mengacu pada UU No. 32 tahun 2004, pasal 27 ayat 1 (huruf c) salah satu kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah ialah memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara di keluarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No 8 tahun 2012 tentang Pembentukan Forum Mapalus kamtibmas. 
Mapalus kamtibmas dengan keterlibatan Polisi desa yang disebut bhabinkamtibmas dan TNI-AD atau bintara desa yang disebut babinsa, tokoh masyarakat, ditambah dengan partisipasi masyarakat secara aktif melalui mapalus kamtibmas, tentunya akan dapat memberi lingkungan yang tenteram terhadap masyarakat sekitar. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban akan memberikan jaminan kelancaran  pembangunan diberbagai sektor seperti ekonomi, politik, sosial budaya dan pendidikan dan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Minahasa pada umumnya. Keamanan dan ketertiban masyarakat yang dimaksud di sini adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan di daerah. 
Mapalus dapat disebut sebagai nilai budaya yang berada di kalangan masyarakat Minahasa karena nilai ini dikenal, diterima, dan berkembang bersama kehidupan masyarakat. Mapalus lebih bersifat abstrak, hanya praktek yang didasarkan pada falsafah kerja sama antarwarga merupakan wujud kongkret dan bisa diamati. Dalam pandangan tentang nilai, Kluckhohn dalam Marzali (1998:14) mengatakan bahwa sebuah nilai adalah sebuah konsepsi, eksplisit atau implisit, yang khas milik seseorang individu atau suatu kelompok, tentang yang seharusnya diinginkan, yang mempengaruhi pilihan, yang tersedia dari bentuk-bentuk, cara-cara, dan tujuan-tujuan tindakan.
Pentingnya kerjasama antara Polri, TNI dan masyarakat agar terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum. Di samping adanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina dan mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk pelanggaran lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat harus diciptakan, diupayakan tidak saja oleh pihak keamanan (Polisi, TNI, hansip dan satpam), tetapi oleh seluruh unsur masyarakat harus terlibat. Keamanan dan ketertiban merupakan dua hal yang berjalan seiring dan selalu saling mendukung dalam hubungan suasana yang nyaman dan tenteram. Untuk itu partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sangatlah penting. 
Keamanan membutuhkan partisipasi masyarakat dalam memeliharanya, sedangkan ketertiban masyarakat perlu pula diatur, dipelihara dan dipatuhi. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi satu dengan yang lain untuk menciptakan kehidupan yang aman, nyaman dan tenteram penuh kedamaian. Mapalus sebagai nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Minahasa menjadi solusi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.
Strategi pengembangan kelembagaan yaitu dengan membangun  kemitraan antarlembaga baik pemerintah, kepolisian, TNI dan masyarakat dalam mengidentifikasi, menganalisis dan mencari solusi untuk memecahkan berbagai masalah keamanan dan ketertiban di masyarakat, antara lain ialah mengatasi dan mencegah pertikaian antar warga , tindakan kriminalitas, penyakit masyarakat dan permasalahan sosial lain yang bersumber dari dalam kehidupan masyarakat agar suasana kehidupan bersama yang aman damai dan tentram dapat terwujud. Pengembangan kelembagaan di sektor publik melalui Pembentukan forum Mapalus kamtibmas sangatlah penting karena mapalus memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang perlu diangkat dan dilestrarikan. 

B.	Rumusan Masalah
Masalah dalam penelitian yaitu: 
1.	Bagaimana peran institusi lokal ‘Mapalus’ sebagai basis penciptaan pelayanan publik di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat?
2.	Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat? 
3.	Apa faktor-faktor institusional yang mendukung dan menghambat peran ‘Mapalus’ dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat?




Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan:
1.	Peran institusi lokal ‘Mapalus’ sebagai basis penciptaan pelayanan publik di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.
2.	Bentuk partisipasi publik dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.
3.	Faktor-faktor institusional yang mendukung dan menghambat peran ‘Mapalus’ dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
4.	Menggambarkan strategi pengembangan Forum Mapalus sebagai wahana menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. 

D. Manfaat Penelitian
1.  Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu administrasi publik khususnya di bidang pengembangan kelembagaan di sektor publik; 
b. Menambah bahan rujukan bagi pengembangan penelitian lebih lanjut, khususnya konsep keamanan dan ketertiban yang tepat dengan pendekatan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat. 
	
2. Manfaat Praktis
a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi mengambil kebijakan di sektor publik dalam menanganai masalah keamanan dan ketertiban terutama instansi terkait baik kepolisian, TNI maupun pemerintah di Kabupaten Minahasa. 
























1. Mapalus sebagai Kearifan Lokal  (Local Wisdom)
	Menurut Adam (1976) Mapalus berarti saling membalas, maksudnya ialah saling tolong menolong dalam segala macam pekerjaan, terutaama pekerjaan pertanian, pesta-pesta dan jamuan makan, juga dalam mengumpulkan uang tunai bagi para anggota masing-masing dan tiap anggota pada waktu-waktu tertentu. Tilaar (1986:44) menyebutkan bahwa inti dari mapalus dalam arti sempit ialah “kesediaan seseorang untuk bekerjasama dalam suatu kelompok secara suka rela untuk mencapai suatu tujuan bersama. Tujuan bersama itu dapat berbentuk mengolah tanah” yang dipunyai seseorang ataupun kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pengolahan tanah”. Lebih lanjut dijelaskan bahwa jiwa mapalus terletak pada kesediaan seseorang untuk membantu dalam ikatan kelompok. Kelompok dapat berbentuk keluarga, marga, kampung, suku dan kelompok sosial yang lebih luas”. 
	Nilai budaya Minahasa Si Tou Timou Tumou Tou, ialah prinsip hidup yang dicetuskan oleh Dr. G.S.J. Ratulangi, yang mengandung anasir luhur kepribadian manusia Minahasa selama berabad-abad. Ungkapan Si Tou Timou Tumou Tou dapat diartikan sebagai suatu cara pandang Si Tou (manusia) tentang dirinya dan sesama manusia dalam dunia yang serba berubah atau suatu prinsip hidup sepanjang sejarahnya dan menggambarkan sikap dan perilaku manusia Minahasa itu sebagai makhluk sosial budaya, dan menempatkan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Si Tou Timou Tumou Tou merupakan ungkapan filosofis orang Minahasa terutama sejak Kekristenan masuk ke Tanah Minahasa, kemudian secara intelektual diangkat kembali oleh Sam Ratulangi (Masinambow, 1991:9).
Nilai budaya Si tou timou tumou tou, dan budaya torang samua basudara di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Sulawesi Utara khusunya di Kabupaten Minahasa dalam kehidupan setiap hari tidak pernah memandang perbedaan agama, suku, bahasa sebagai halangan untuk berhubungan dengan orang lain. Masyarakat dari latar belakang apa pun dianggap saudara yang harus dihargai, dihormati sebagai hakikat manusia ciptaan Tuhan. Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki keterbatasan tentu membutuhkan orang lain, untuk itulah kita harus saling tolong-menolong bantu membantu serta saling mengasihi satu dengan yang lainnya. 

2. Mapalus Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)
Diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 merupakan perwujudan demokrasi melalui desentralisasi, dengan demikian konsekuensinya ialah otonomi daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dalam membuat kebijakan-kebijakan peraturan daerah harus berorientasi partisipatif-populis. Kebijakan-kebijakan partisipatif-populis yang tertuang dalam bentuk peraturan daerah seyogyanya dapat menjamin keadilan dalam masyarakat (Sarundajang, 2005: 320). Kebijakan itu seyogyanya kebutuhan masyarakat dilayani oleh pemerintah, begitu juga sebaliknya kebijakan pemerintah benar-benar didukung oleh masyarakat dengan demikian terciptalah pola pikir top-down dan bottom-up yang saling berinteraksi dalam hal kebutuhan akan adanya kebijakan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Adapun maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah ialah 1) peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik; 2) pengembangan kehidupan demokrasi; 3) distribusi pelayanan yang semakin baik; 4) penghormatan terhadap budaya lokal; 5) perhatian atas potensi dan keanekaragaman daerah. 
Susunan organisasi forum mapalus kamtibmas terdiri dari: a). Pembina, adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara; b).   Pengawas, adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota; c).   Pengendali, adalah unsur Pimpinan di Kecamatan; d). Pelaksana, adalah Kepala Desa/Lurah/Hukum Tua/Sangadi/Opo Lao, Bhabinkamtibmas, Babinsa, LKMD, FKDM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat (Pergub. No. 8 Tahun 2012, pasal 6). 
Tugas Pokok Potmas adalah: 1). Melakukan koordinasi dengan pokja mapalus kamtibmas dalam penyelesaian permasalahan Kamtibmas, bencana baik alam maupun non alam serta konflik komunal; 2). Membantu pokja Mapalus Kamtibmas dalam memberikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat. (Pergub. No. 8/2012 pasal 10). 

3. Teori Institusional /Kelembagaan 
Menurut Knight (1992), kelembagaan adalah serangkaian peraturan yang membangun struktur interaksi dalam sebuah komunitas. Sedangkan Ostrom (1990) mengartikan kelembagaan sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat yang menentukan siapa yang berhak membuat keputusan, tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, aturan apa yang berlaku umum di masyarakat, prosedur apa yang harus diikuti, informasi apa yang boleh atau tidak boleh disediakan dan keuntungan apa yang individu akan terima sebagai buah dari tindakan yang dilakukannya. Dengan demikian dapat dikatakan kelembagaan adalah suatu rangkaian peraturan yang sudah disepakati dan berlaku dalam masyarakat (komunitas) yang harus dipatuhi bersama untuk berpikir dan bertindak untuk mencapai tujuan dan terciptanya keteraturan dan kepastian dalam interaksi diantara sesama anggota masyarakat dan bagi melanggarnya mendapat sanksi. Interaksi yang dimaksud berhubungan dengan kegiatan sosial, ekonomi, politik dan pertahanan dan keamanan.
Kasper dan Streit (1998) membagi kelembagaan berdasarkan atas proses kemunculannya menjadi dua, yaitu internal institutions dan external institutions. Internal institutions adalah institusi yang tumbuh dari budaya masyarakat seperti nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat. Exsternal institutions adalah institusi yang dibuat oleh pihak luar/ketiga yang kemudian diberlakukan pada suatu komunitas tertentu. Regulasi produk pemerintah termasuk external institution (Mahmud Aris, 2013).

B.	Multi Perspektif Teori Institusional
1. Konsep dan Teori Organisasi
Scott (2008), memberikan pengertian organisasi sebagai suatu mekanisme yang memiliki tujuan yang jelas dan kemampuan mengefektifkan semangat kerjasama para anggotanya. Selanjutnya Siagian (1985:7) mengemukakan organisasi adalah "Setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan".
North (1990) mendefinisikan organisasi sebagai bangunan/wadah tempat manusia berinteraksi, seperti organisasi politik, ekonomi, keagamaan, pendidikan, olah raga dan lain-lain. Himpunan individu yang terikat oleh kesamaan tujuan dan berupaya untuk mencapai tujuan tersebut sebagai kepentingan bersama. North memberikan ilustrasi tentang organisasi dengan Tim olah raga  seperti sepak bola, atau bola basket dimana akan banyak orang terlibat baik sebagai pelatih, pengurus organisasi, pemain, dan lain-lain dengan tujuan bagaimana memenangkan setiap pertandingan. Sedangkan lembaga adalah serangkaian peraturan yang berlaku dalam setiap pertandingan yang harus ditaati baik oleh pemain, pelatih maupun stakeholder lainnya. Apabila lembaganya tidak jelas maka akan menyebabkan pertandingan berjalan kacau dan tujuan memenangkan setiap pertandingan yang ditargetkan oleh tim tidak akan tercapai dengan baik karena paraturan yang berlaku dalam pertandingan tidak jelas.

2. Peran Institusi Publik
Menurt Scott et al. Yang dijelaskan kembali oleh Kanfer (1987: 197) menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu:
1)	Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
2)	Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (task behavior) – yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
3)	Peran itu sulit dikendalikan – (role clarity dan role ambiguity)
4)	Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
5)	Peran dan pekerjaan (jobs) itu tidaklah sama – seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.
Nasution (1994:74) menyatakan bahwa “peranan adalah mencakup kewajiban hak yang bertalian kedudukan”. Lebih lanjut Setyadi (1986:29 ) berpendapat ”peranan adalah suatu aspek dinamika berupa pola tindakan baik yang abstrak maupun yang kongkrit dan setiap status yang ada dalam organisasi”. Usman (2001:4 ) mengemukakan “peranan adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku.
Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik  (UU Nomor 25 thn 2009). Penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan berdasarkan asas-asas: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan dan tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 

3. Konflik Kepentingan  (Conflict of Interest)  
Menurut Kartono & Gulo (1987), konflik berarti ketidaksepakatan dalam satu pendapat emosi dan tindakan dengan orang lain. Keadaan mental merupakan hasil impuls-impuls, hasrat-hasrat, keinginan-keinginan dan sebagainya yang saling bertentangan, namun bekerja dalam saat yang bersamaan. Konflik biasanya diberi pengertian sebagai satu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, faham dan kepentingan di antara dua pihak atau lebih. Pertentangan ini bisa berbentuk pertentangan fisik dan non-fisik, yang pada umumnya berkembang dari pertentangan non-fisik menjadi benturan fisik, yang bisa berkadar tinggi dalam bentuk kekerasan (violent), bisa juga berkadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan (non-violent). 
Masalah keamanan yang muncul itu disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain karena konflik kepentingan, masalah klaim teritorial, pertentangan suku dan golongan, dan lain sebagainya (Sudrajat 1997:1). Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa keamanan masyarakat (community security) merujuk kepada satu proses yang dirancang untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan rakyat serta mengatasi masalah sosial, budaya, ekonomi yang ada yang secara tepat. Dalam kajian ini lebih mengarahkan kepada pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat yang tidak hanya bersifat lokal namun juga bersifat nasional karena proses pembangunan dan pemberdayaan hendaknya dilaksanakan secara partisipatif aktif dari masyarakat dan untuk kepentingan bersama. 

C.	Teori Keamanan dan Ketertiban

1.	Security Dilemma (Dilema Keamanan)
Security dilemma pada dasarnya merupakan suatu refleksi dari kesulitan pemerintah suatu negara untuk menentukan pilihan kebijakan keamanannya. Jika suatu negara mengurangi usaha-usaha untuk memperkuat keamanannya dengan tujuan menciptakan hubungan yang damai dengan negara lain, maka konsekuensinya adalah negara tersebut rawan (vulnerable) untuk diserang oleh negara lain. Adapun menurut John Herz, dilema keamanan adalah “gagasan struktural bahwa kemandirian negara untuk mengurus keamanannya sendiri, entah apapun niatnya, cenderung memicu ketidaknyamanan di negara lain karena masing-masing negara menganggap tindakan yang diambilnya bersifat defensif dan tindakan yang diambil negara lain bersifat mengancam” (Herz, John. 1951). 
2. Community Security (Keamanan Masyarakat)
Konsep community security ialah bagian daripada human security sebagaimana dijelaskan Human Development Report (UNDP) 1994 bahwa Community security, where the threat is the integrity of cultural diversity, requires security from oppressive traditional practices, treating women harshly, discriminating against ethnic or indigenous groups and refugees; group rebellion and armed conflicts. Keamanan masyarakat dipahami sebagai adanya ancaman dalam keanekaragaman budaya yang menuntut adanya keamanan daripada penindasan, kekerasan perempuan, deskriminasi etnik, orang asli ataupun orang asing, kelompok pemberontak serta konflik senjata. Keamanan masyarakat juga dipahami bagaimana menjaga dan menjamin terselenggaranya keamanan, hak asasi manusia dan kelompok minoritas dari ancaman hilangnya kearifan lokal dan nilai-nilai murni identitas budaya masyarakat terutama bagi masyarakat yang multikultur dan multietnik. 
Community Security lebih menekankan pada faktor-faktor kesamaan nilai-nilai dan norma, identitas serta rasa saling percaya. Komunitas menjadi sarana penting dalam proses pembentukan rasa saling percaya diantara anggota-anggota masyarakatnya. Jalinan kepercayaan dan kesamaan nilai yang dibangun ini menjadi inti konsep komunitas keamanan. 

3.	Human Security (Keamanan Manusia) 
Human security yang dimaksud disini adalah merujuk kepada setiap individu yang membentuk negara atau hanya golongan tertentu yang memerintah. Oleh karena itu perumusan kebijakan pemerintah perlu menekankan aspek keamanan individu dan masyarakat sebagai akar umbi penyebab tercetusnya ancaman internal seperti tindakan kejahatan dan konflik kekerasan antar etnik dan agama tertentu, dalam hal ini keamanan di daerah tidak saja konflik etnik ini dapat tercetus bersifat lokal namun juga bersifat global, oleh sebab itu ancaman internal ini dapat mengancam masyarakat itu sendiri dan dapat membahayakan negara secara keseluruhan.
4.	Comprehensive Security (Keamanan yang menyeluruh)
Konsep Comprehensive Security, adalah konsep keamanan menyeluruh yang paling banyak digunakan di Asia Pasifik. Konsepsi ini pertama kali diperkenalkan oleh Jepang pada tahun 1970-an. Premis utama dari  comprehensive security ialah bahwa keamanan harus dimaknai dalam pengertian yang holistik (holistic way), mencakup baik ancaman militer maupun ancaman non militer. Tafsir Jepang terhadap comprehensive security adalah bahwa kekuatan militer saja tak cukup untuk menjamin keamanan nasional. Maka, Jepang menekankan pula pada perluasan kebijakan non militer seperti pendayagunaan sumber daya politik, ekonomi, dan diplomatik. Salah satu wujud comprehensive security ini adalah ketika pada tahun 1986 pemerintah PM Yasuhiro Nakasone membentuk Dewan Keamanan Nasional. Dewan ini ditugaskan untuk menjamin kesiapsiagaan militer namun pada saat bersamaan juga berurusan dengan penanggulangan situasi darurat non militer seperti bencana alam (Capie & Evans, 2002).

5. Konsep Keamanan Dalam Negeri  
Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut memerlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia. 
Pertahanan dan ketahanan Indonesia adalah suatu upaya seluruh rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam UUD 1945 pasal 30 ayat (1) berbunyi Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung (pasal 30 ayat (2) UUD 1945). 
Menurut Undang-Undang TNI, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sedangkan Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Pasal 13 adalah: a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, b) menegakkan hukum, dan c) memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya dijelaskan bahwa ”Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya kamtibmas, tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1). 
Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat (Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 5). 

D.	Pengembangan Kelembagaan di Sektor Publik
Pengembangan kelembagaan sering dikenal juga sebagai pembinaan kelembagaan, yang didefinisikan sebagai proses untuk memperbaiki kemampuan lembaga guna mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dengan keuangan yang tersedia. Khasnya, pengembangan kelembagaan menyangkut sistem manajemen, termasuk pemantauan dan evaluasi, perencanaan dan lain-lain (Arturo, 1992). Menurut Arturo Israel, konsep umum mengenai lembaga meliputi apa yang ada pada tingkat lokal atau masyarakat, unit manajemen proyek, badan, para status, departemen-departemen di pemerintah maupun milik swasta. 
Tiga lembaga tersebut yakni Pemerintah, Polri dan TNI setidaknya dapat mengembangkan kelembagaan melalui kebijaakan mapalus kamtibmas dengan program yang sudah ada. Kebijakan mapalus kamtibmas diperlukan untuk menanggulangi masalah-masalah yang terjadi sperti tindakan-tindakan kriminalitas, seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, perkosaan, dan berbagai konflik yang terjadi.
Berdasarkan beberapa pendapat dan gambaran mengenai kelembagaan dan pengembangan kelembagaan di atas, maka dapat diartikan ‘kelembagaan’ sebagai hubungan kerja yang sinergis, teratur dan saling mendukung di antara beberapa lembaga, baik sejenis maupun tidak sejenis dan terikat dengan seperangkat nilai-nilai dan norma-norma yang disepakati bersama dalam rangka mencapai satu atau lebih tujuan yang menguntungkan semua pihak yang ada di dalam kelembagaan itu sendiri dan keuntungan bagi pihak-pihak di luar kelembagaan tersebut.  Pengembangan kelembagaan adalah seperangkat metoda, strategi dan cara untuk memulihkan, memperbaiki dan meningkatkan sinkronisasi hubungan kerja dalam kelembagaan sehingga meningkat prestasinya. 

E. Lingkungan Organisasi/Ekologi Organisasi 
Suatu organisasi hanya dapat bertahan hidup sepanjang ia mampu melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya dalam berbagai bentuk yaitu perubahan strategi, struktur dan budya kerja. Dengan kata lain, organisasi dalam menghadapi perubahan dari lingkungan perlu melakukan penyesuaian dalam bentuk perubahan strategi, struktur, dan budaya kerja (Keban, 2008:187). Lingkungan baik internal maupun eksternal merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dengan organisasi. Lingkungan adalah faktor yang berpengaruh terhadap organisasi, baik lingkungan eksternal maupun internal organisasi. Menurut Robbins (2006) Lingkungan mencakup lingkungan umum (general environment) yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung atau secara langsung seperti: kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum; dan lingkungan khusus (specific environment) yang memiliki pengaruh yang terasa secara langsung. 
Demikian juga dalam implementasi kebijakan mapalus kamtibmas di kabupaten Minahasa ditentukan berbagai faktor. Faktor sumber daya, komunikasi, sikap dan struktur akan sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Saat ini kebijakan publik merupakan salah satu cabang ilmu yang berkembang cukup pesat sejalan dengan kebutuhan masyarakat khususnya di sektor publik dan merupakan cabang studi yang bersifat multidisiplin dan membutuhkan kontribusi ilmu-ilmu lain dalam kenyataan sehari hari.  

F. Kebijakan Publik (Public Policy)

1. Kebijakan Publik Dan Kepentingan Publik
Kebijakan publik sering dipahami sebagai instrument yang dipakai pemerintah untuk memecahkan masalah publik dan menyangkut kepentingan orang banyak. Pemerintah dalam hal ini menggunakan pendekatan rational choice untuk memilih alternatif terbaik guna memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik menurut Dye adalah whatever governments choose to do or not to do. Maknanya Dye hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Interpretasi kebijakan menurut Dye yaitu harus dimaknai dengan dua hal penting: pertama, bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh badan pemerintah, dan kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah (Indiahono, 2009:17).

2. Perumusan Kebijakan Publik  
	Kebijakan publik di Indonesia selalu dikaitkan dengan upaya-upaya dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah In donesia, memajukan kesejahteraan umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa dan dalam keikutsertaan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamian abadi dan keadilan sosial (Pembukaan UUD 1945). Implementasi tujuan negara tersebut dijadikan motivasi dan dasar bagi perumusan kebijakan-kebijakan publik dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
. Kebijakan publik didefinisikan oleh Dye (1996) sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau sesuatu yang tidak dilakukan, maka harus ada tujuannya dan kebijakan publik atau kebijakan negara itu harus meliputi semua tindakan pemerintah. Dengan demikian kebijakan publik bukan semata-mata merupakan pernyataan atau keinginan pemerintah ataupun pejabat pemerintah saja. Sependapat Dye diatas, Edward III dan Sharkansky menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan negara itu berupa sasaran atau tujuan dari berbagai program pemerintahan. Edward III dan Sharkansky selanjutnya mengemukakan bahwa kebijakan itu dapat ditetapkan secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, atau dalam bentuk pidato pejabat pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan Publik 
Petersons (2011) menyatakan; kebijakan publik secara umum dilihat sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi (mengatasi) masalah. Laswel dan Kaplan (1970) lebih menekankan aspek nilai-nilai; kebijakan publik merupakan suatu penglokasian nilai-nilai kepada masyarakatyang dilakukan pemerintah. E. Latham yang ditegaskan kembali Agustino (2007) menegaskan; kebijakan publik adalah keadaan seimbang yang tercapai dalam perjuangan antar kelompok kepentingan pada waktu tertentu dan mencerminkan keseimbangan setelah kelompok kepentingan berhasil mengarahkan kebijakan publik ke arah yang menguntungkan mereka. Sedangkan Anderson (2000) dalam "Pubic Policy Making" menyatakan bahwa; kebijakan publik merupakan serangkian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Suatu kebijkan publik itu ditetapkan oleh lembaga-lembaga (badan-badan) dan aparat pemerintah.
Konsep kebijakan publik yang lebih simpel dan konkrit dikemukakan oleh Dye (1996); kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukannya (publik policy is whatever governments choose to do or not to do). Konsep kebijakan publik Dye mengandung makna: (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan atau lembaga pemerintah, bukan organisasi swasta; dan (2) kebijakan publik menyangkut pilihan-pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan atau lembaga pemerintah. 

G. Partisipasi Publik
Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1995) sebagai berikut: pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.
Partisipasi masyarakat dalam bidang kamtibmas perlu ditumbuh-kembangkan agar adanya kemauan dan kemampuan warga atau kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat melalui berbagai bentuk kegiatan seperti memberikan sumbangan berupa pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, dana atau materi serta dapat menikmati hasil-hasilnya. 
H. Penelitian Terdahulu
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	Peran institusi lokal “Mapalus” sebagai basis penciptaan pelayanan publik di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, dikaji berdasarkan Pergub No. 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat1 bahwa Mapalus Kamtibmas adalah Semangat Gotong Royong, menghimpun dan melibatkan aparat keamanan Pemerintah Desa/Kelurahan dengan masyarakat untuk saling menolong dan bekerjasama secara aktif dalam mencari akar permasalahan, memecahkan masalah Sosial serta mencari solusi dalam rangka mewujudkan kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat untuk terlaksananya program pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan;Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, dikaji berdasarkan pendapat Muluk (2007: 178) bahwa partisipasi masyarakat terdiri atas sub-sub sistem yaitu: a) aktivitas partisipasi masyarakat, b) pendidikan politik masyarakat, c) kesadaran berpartisipasi masyarakat, d) organisasi lokal, e) elit lokal, f) dukungan pemerintah daerah, g) dukungan DPRD, h) dukungan pemerintah pusat. Faktor-faktor institusional yang mempengaruhi kekuatan dan kelemahan peran “Mapalus” dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, dikaji dari pandangan Edwards III agar implementasi kebijakan berjalan efektif maka perlu memperhatikan faktor-faktor seperti: a) Komunikasi. Kebijakan harus dikomunikasikan pada pihak tekait kebijakan dan masyarakat baik yang menjadi sasaran maupun yang tidak menjadi sasaran kebijakan, b) ketersediaan sumberdaya. Implementasi kebijakan membutuhkan tersedianya sumberdaya yang berkualitas atau kompeten sesuai tujuan kebijakan, c) Disposisi. Implementasi kebijakan akan berhasil apabila pihak terkait memiliki sikap dan komitmen yang kuat untuk mencapai keberhasilan kebijakan, d) Struktur birokrasi. Implementasi kebijakan akan mudah diimplementasikan apabila sebelum dan sementara implementasi ditunjang dengan struktur birokrasi yang menunjang implemenasiStrategi pengembangan kelembagaan sesuai kebijakan Peraturan Gubernur No. 8 tahun 2012 tentang Pembentukan Forum mapalus kamtibmas, yaitu dengan membangun Kepercayaan publik dengan memfungsikan institusi lokal mapalus sebagai wahana penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat; mengimplementasikan nilai-nilai mapalus sebagai semangat gotong royong dalam program mapalus kamtibmas; membangun sistem dalam forum mapalus kamtibmas sesuai dengan tujuan mapalus kamtibmas. 
6	Instrumen Penelitian	Peneliti sendiri 
7	Teknik Pengumpulan Data	Observasi, Wawancara dan Studi Dokumentasi




IV. DESKRIPSI WILAYAH KABUPATEN MINAHASA
Minahasa adalah salah satu kabupaten tertua yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Ibukota Kabupaten Minahasa ialah Tondano, berjarak sekitar 35 km dari Manado, ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Adapun batas-batasnya ialah sebagai berikut: Sebelah utara dengan Laut Sulawesi, Kota Manado, dan Kota Tomohon; Sebelah Timur dengan laut Maluku, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota Tomohon; Sebelah selatan dengan Laut Maluku dan Kota Tomohon; Sebelah Barat dengan Kabupaten Mianahasa Selatan dan Kota Tomohon. 
Luas Kabupaten Minahasa ialah 1.029,82 km2, terdiri atas 25 kecamatan, dimana kecamatan terluas adalah kecamatan Tombariri (139,2 km2). Sebagian besar wilayah Minahasa memiliki topografi bergunung-gunung yang membentang dari utara ke selatan. Diantaranya terdapat beberapa gunung berapi yang masih aktif. Sedangkan Gunung tertinggi di Kabupaten Minahasa yaitu G. Rindengan (1.553 meter). Di antara barisan pegunungan terhampar dataran seperti Tondano. Sungai Tondano sepanjang 41.100 meter yang bermuara ke laut sulawesi, airnya berawal dari Danau Tondano, yang memiliki luas 4.278 hektar dengan kedalaman 20 meter dan berada sekitar 700 meter di atas permukaan laut. (Sumber: Minahasa dalam Angka, 2013). 
Kabupaten Minahasa beriklim tropis dan hanya mengenal 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Menurut data yang tercatat pada stasiun Geofisika Tondan sepanjang tahun 2012 pada umumnya angin bertiup menuju arah utara dan selatan. Kelembaban udara berkisar rata-rata antara 89 sampai 94 persen. Sedangkan rata-rata suhu minimum dan maksimum berkisar antara 16,2 dan 30,4 derajat celsius.
Pada masa lalu, kegiatan mapalus tidak mengharapkan imbalan jasa atau kompensasi berupa imbalan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh orang dalam bentuk materi atau uang. Dalam mapalus, yang menonjol adalah dalam bentuk bantuan tenaga kerja secara sukarela. Pandangan ini mengandung arti bahwa dalam kenyataan hidup sehari-hari, setiap orang saling membutuhkan antara satu sama lain. Ada hubungan saling ketergantungan antarwarga sebagai suatu  kesatuan hidup. 




Tabel 4.1. Banyaknya Narapidana menurut Bulan, Jenis Kelamin dan Kelompok   


















Tabel 4.2. Banyaknya Kejahatan Menurut Laporan Polisi Tahun 2011-2015
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelayanan publik menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian secara menyeluruh untuk menjawab keluhan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang prima, sementara itu pelayanan yang diberikan pemerintah kepada warga negaranya terus mengalami pembaruan disegala aspek. Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 
Pelayanan publik itu sendiri dapat diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat sendiri atau sektor privat (swasta). Pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah disebut sektor publik. Mapalus sebagai nilai budaya lokal masyarakat Minahasa menempatkan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dengan sesama manusianya. Mapalus adalah suatu kearifan lokal yang merupakan budaya gotong royong tolong menolong secara turun temurun, melalui mapalus manusia menemukan kepenuhan eksistensinya sebagai manusia dalam relasinya dengan orang lain. Menyadarinya bahwa mapalus merupakan salah satu kearifan lokal maka sangat perlu sekali untuk dilembagakan menjadi suatu institusi lokal, yang memiliki nilai-nilai positif yaitu nilai kekeluargaan, religius, resiprokal, responsibilitas, disiplin, kesetaraan, partisipatif, solidaritas, keadilan sosial, pluralisme, dan kasih, maka nilai budaya mapalus ini perlu digali, diangkat, dibina, dan dikembangkan menjadi institusi formal.

A. Peran Institusi lokal “Mapalus”sebagai basis penciptaan pelayanan publik di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.  
Mapalus Kamtibmas sesuai kebijakan Pemerintah daerah melalui Pergub Nomor 8 tahun 2012 (pasal 1 ayat 1) di jelaskan Mapalus Kamtibmas adalah Semangat Gotong Royong, menghimpun dan melibatkan (Pemerintah Daerah, Polri dan TNI) aparat keamanan dan Pemerintah Desa/Kelurahan dengan masyarakat untuk saling menolong dan bekerjasama secara aktif dalam mencari akar permasalahan, memecahkan masalah sosial serta mencari solusi dalam rangka mewujudkan kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat untuk terlaksananya program pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan. 
Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah membentuk kearifan lokal menjadi suatu lembaga (institusi lokal) yang secara bergotong royong untuk mengatasi masalah keamanan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat. Fokus penelitian ini berdasarkan theoritical problem diatas maka ditentukanlah  3 (tiga) indikator sesuai dengan masalah yang ada, yakni: 1) Peran Institusi lokal “Mapalus” sebagai basis penciptaan pelayanan publik di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat; 2) Peran institusi lokal mapalus dalam dalam memecahkan masalah sosial di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. 3) Peran institusi lokal mapalus kamtibmas dalam memberikan solusi administrasi dalam menyelesaikan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. 

1. Peran institusi lokal ‘Mapalus’ dalam mengetahui akar permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Peran Institusi lokal Mapalus sebagai basis penciptaan pelayanan publik di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Minahasa yang disahkan oleh pemerintah melalui Peraturan Gubernur nomor 8 tahun 2012 belum terlaksana sesuai harapan, Hal ini terlihat dengan dilembagakannya Mapalus yang diambil dari nilai kearifan lokal masyarakat Minahasa seharusnya dapat menumbuhkan kebersamaan dan gotong royong dari beberapa elemen yang melebur dalam satu forum yang disebut Mapalus kamtibmas yakni Pemerintah, Kepolisian, TNI dan Masyarakat belum terimplementasi dengan baik disebabkan faktor soialisasi, koordinasi dan pendanaan sehingga kegiatan mapalus kamtibmas kurang efisien dan efektif. 

2. Peran institusi lokal mapalus dalam dalam memecahkan masalah sosial di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.
Forum Mapalus terbentuk seharusnya ada koordinasi yang jelas baik masyarakat, pemerintah, babinsa (TNI) dan babinkamtibmas (Polri) dalam memecahkan masalah social. Namun dari temuan hal ini belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebakan karena pengorganisasian yang lemah dan kurang didukung penganggaran yang jelas dan tepat sasaran. Peran institusi lokal mapalus dalam memecahkan masalah sosial di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Minahasa belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil temuan Forum mapalus kamtibmas ini belum berjalan sesuai dengan peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 yang secara tegas menjelaskan tentang tugas pokok forum kamtibmas. Seharusnya Forum mapalus kamtibmas secara bersama dapat memecahkan dan mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat.  

3. 	Peran institusi lokal Mapalus Kamtibmas dalam memberikan solusi Administrasi dalam menyelesaiakn masalah keamanan dan ketertiban.
Peran Institusi lokal “Mapalus”sebagai basis penciptaan pelayanan publik di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang sbelum terlaksana sesuai harapan, hal ini terlihat dengan dilembagakannya Mapalus yang diambil dari nilai kearifan lokal masyarakat Minahasa seharusnya dapat menumbuhkan kebersamaan dan gotong royong dari beberapa elemen yang melebur dalam satu forum yang disebut Mapalus kamtibmas yakni Pemerintah, Kepolisian, TNI dan Masyarakat belum terimplementasi dengan baik disebabkan faktor soialisasi, koordinasi dan Pendanaan. Di samping itu muncul masalah di lapangan karena ada perbedaan wilayah adminisrasi dan wilayah hukum/territorial di beberapa kecamatan, akibatnya kegiatan mapalus kamtibmas mengalami kendala sehingga kurang efisien dan efektif. 

B.	Bentuk partisipasi Publik dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. 
Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.  Menurut Muluk (2010:8-10) Partisipasi masyarakat terdiri atas sub-sub sistem yaitu, 1) aktivitas partisipasi masyarakat, 2) pendidikan politik masyarakat, 3) kesadaran berpartisipasi masyarakat, 4) organisasi lokal, 5) elit lokal, 6) dukungan pemerintah daerah, 7) dukungan DPRD, dan 8) dukungan pemerintah pusat.

1. 	Kesadaran masyarakat dalam bentuk partisipasi menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. 
Berdasarkan temuan hasil penelitian hanya sebagian masyarakat secara sadar berpartisipasi dengan mengedepankan budaya Mapalus, namun yang lainnya perlu ada feedback bagi mereka. Walaupun Mapalus sebagai nilai-nilai budaya Minahasa seperti gotong royong, tolong menolong, rasa kekeluargaan atau kebersamaan dan persaudaraan sejak dulu sudah dipraktekkan di Minahasa demikian juga dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat tetapi untuk nilai-nilai mapalus sudah mulai bergeser. Walaupun demikin masih ada sebagian dalam kehidupan masyarakat Minahasa yang masih tetap melaksanakan dan mempraktekkan niali-niai mapalus saat ini. Misalnya jika ada yang kena musibah biasanya masih ada sebagian masyarakat yang secara bersama-sama bergotong royong saling membantu. Hal ini sejalan dengan pendapat Deutsch (1961) mendefinisikan komunitas keamanan sebagai kelompok masyarakat yang telah terintegrasi sedemikian rupa sehingga bisa dikatakan bahwa hubungan damai antara masyarakat didalamnya telah terjalin dengan mapan dan dalam waktu yang cukup lama. Sebuah komunitas keamanan mampu mengembangkan adanya jaminan bahwa anggota-anggotanya tidak akan saling berperang tetapi menyelesaikan pertikaian mereka dengan cara-cara lain. Komunitas menjadi sarana penting dalam proses pembentukan rasa saling percaya diantara angota-anggotanya. Jalinan kepercayaan dan kesamaan nilai yang dibangun ini menjadi inti konsep komunitas keamanan. Demikian juga jika terjadi masalah gangguan keamanan dan ketertiban ada juga sebagian dari masyarakat yang masih peduli dan berusaha membantu mendamaikan dengan cara kekeluargaan tetapi jika tidak berhasil maka mereka segera melaporkan kepada pihak berwajib yaitu kepada aparat Kepolisian.

2. 	Peran Elit Lokal dalam Pembentukan Partisipasi Masyarakat. 
Peran pemerintah sebagai elit lokal dalam Forum Mapalus Kamtibmas yang melibatkan kepolisian, TNI, pemerintah dan masyarakat sangatlah penting dalam pemebentukan partisipasi masyarakat. Keberadaan institusi lokal mapalus tengah-tengah kehidupan masyarakat Minahasa tidak saja memberikan manfaat di bidang sosial keagamaan. Lebih dari itu, kehadiran mapalus sebagai institusi yang bersifat nilai-nilai budaya sangat efektif pula sebagai pelaksana pembangunan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 
Para elit lokal dalam hal ini mereka sebagai tokoh masyarakat, kaum terpelajar atau boleh dikatakan mereka yang sudah berhasil dalam pekerjaan, dalam jabatan, atau berduit jelas mempunyai pengaruh dalam masyarakat, karena para elit-elit lokal ini biasanya dihormati masyarakat jadi mereka biasanya menjadi teladan dan panutan dalam masyarakat karena mereka ialah orang-orang yang sudah berhasil. Peran elit lokal dalam mempengaruhi pembentukan partisipasi masyarakat dapat di lihat yaitu melaui berpartisipasi dalam hal ide-ide ataupun dalam bentuk materi ataupun uang. Ada tiga gagasan penting yaitu: Keterlibatan, Kontribusi dan tanggung jawab.  Bentuk keterlibatan seorang elit lokal didasari pada kepentingan, namun ada pula yang memberikan kontribusi positif, karena beberapa elit lokal menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab ini kepada pemerintah atau intitusi keamanan, karena itu sudah merupakan tugas mereka. Disini partisipasi mempunyai tiga unsur yaitu: keikutsertaan secara mental yang tergambarkan dalam perasaan;  akal yang dinampakkan terhadap pola pikir; tanggung jawab yang digambarkan dalam perbuatan. 
Berdasarkan hasil temuan peran elit lokal dalam pembentukan partisipasi masyarakat masih cenderung kurang karena yang ada dan terjadi hanya karena ada muatan kepentingan. Maksudnya, mereka akan berpartisipasi jika hendak mencalonkan diri untuk untuk menjadi kepala desa atau mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Masyarakat yang condong berpartisipasi adalah tokoh agama yang ada karena mereka melaksanakan tugas panggilan Tuhan untuk melayani jemaat dan masyarakat. Para tokoh masyarakat yang ada dalam struktur Forum Mapalus Kamtibmas secara formal mereka itu diisi atau dimasukkan  tapi kenyataannya mereka tidak berfungsi.

3. Dukungan Politik Pemerintah. 
Menurut David Easton yang dijelaskan kembali oleh (Mas’oed, 1990) Negara dalam konteks sistem politik, misalnya dari struktur input, proses, dan output (1) Struktur input bertindak selaku pemasok komoditas ke dalam sistem politik, struktur proses bertugas mengolah masukan dari struktur input, sementara struktur output bertindak selaku mekanisme pengeluarannya. (2). Nilai adalah komoditas utama yang berusaha didistribusikan oleh struktur-struktur disetiap sistem politik yang wujudnya adalah: kekuasaan; pendidikan atau penerangan; kekayaan; kesehatan; keterampilan; kasih sayang; kejujuran; kesweganan;  respek. (3). Norma adalah peraturan, tertulis maupun tidak, yang  mengatur tata hubungan antar aktor didalam sistem politik. Norma ini terutama dikodifikasi di dalam sistem konstitusi (Undang-undang Dasar) suatu negara. Setiap konstitusi memiliki rincian kekuasaan yang memiliki struktur input, proses, dan output. Konstitusi juga memuat mekanisme pengelolaan konflik antar aktor-aktor di politik disaat menjalankan fungsinya, dan menunjuk aktor (sekaligus) lembaga yang memiliki otoritas dalam penyelesaian konflik. (4). Umumnya tujuan sistem politik terdapat di dalam mukadimah atau pembukaan konstitusi suatu negara.
Hasil temuan menunjukkan bahwa dukungan Anggota DPRD Minahasa hampir tidak pernah terlibat kecuali pada saat-saat kampanye untuk merebut suara masyarakat tapi setelah itu hampir tidak pernah terlihat lagi apalagi terlibat langsung. Peran lembaga legislatif sebagai bagian dari representatif masyarakat belum menjalankan tugas politiuknya dalam menjalankan fungsi budgeting/ penganggaran sehingga dukungan anggaran di tingkat Kabupaten sama sekali tidak ada dan kurang mendukung dalam Forum mapalus kamtibmas.

4. 	Hambatan Partisipasi Publik. 
Hambatan kurangnya partisipasi publik dalam pelaksanaan Kebijakan Mapalus Kamtibmas disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pembuat kebijakan dan masalah pendanaan yang tidak dialokasikan dengan baik. Begitu halnya dengan fasilitas penunjang seperti kendaraan bermotor yang tidak disediakan oleh pemerintah untuk mensukseskan keberlangsungan kebijakan ini. Memang kerjasama dalam menjalankan tugas sangat penting. Keterlibatan semua pihak yang masuk dalam forum Mapalus Kamtibmas sangatlah menunjang keberlangsungan kebijakan ini. Namun apabila dalam pelaksanaan tugas tidak ada penghargaan dalam hal ini tunjangan bagi yang terlibat pasti tugas yang dilakukan tidak akan maksimal.
Hasil temuan yang menjadi hambatan utama partisipasi publik ialah lemahnya sosialisasi dan koordinasi dari Pembuat kebijakan. Selanjutnya lemahnya koordinasi antara pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten secara vertikal. Selanjutnya pelibatan masyarakat hanya pada hal-hal yang sifatnya temporer atau sementara, hal ini lemahnya terletak pada peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan. 

C.	Faktor-faktor institusional yang mendukung dan menghambat peran “mapalus” dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan.
Menurut Edward III agar implementasi kebijakan berjalan efektif tersebut yakni memperhatikan faktor-faktor seperti: a) komunikasi, kebijakan harus dikomunikasikan pada pihak tekait kebijakan dan masyarakat baik yang menjadi sasaran maupun yang tidak menjadi sasaran kebijakan; b) ketersediaan sumberdaya, implementasi kebijakan membutuhkan tersedianya sumberdaya yang berkualitas atau kompeten sesuai tujuan kebijakan; c) Sikap, implementasi kebijakan akan berhasil apabila pihak terkait memiliki sikap dan komitmen yang kuat untuk mencapai keberhasilan kebijakan; dan d) Struktur organisasi, implementasi kebijakan akan mudah diimplementasikan apabila sebelum dan sementara implementasi ditunjang dengan struktur birokrasi yang menunjang implemenasi.

1. 	Komunikasi
Kurangnya Pemahaman implementor dan masyarakat mengenai program mapalus Kamtibmas diakibatkan karena proses sosialisasi berjalan kurang baik. Komunikasi merupakan tahapan yang penting dalam Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil agar menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan. Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. Output biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. Outcomes adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan. Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. 
Temuan hasil penelitian bahwa kebijakan Mapalus kamtibmas tersebut lemah dalam komunikasi yang dalam hal ini sosialisasi. Sehingga kurangnya Pemahaman implementor dan masyarakat mengenai program mapalus Kamtibmas diakibatkan karena proses sosialisasi berjalan kurang baik. Pemerintah kurang menyadari tentang pentingnya komunikasi yang merupakan tahapan yang penting dalam Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. 

2. Sumber Daya 
Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi atau suatu lembaga. Manusia yang memiliki sumber daya dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga tersebut. Keberhasilan suatu organisasi atau lembaga ditentukan juga oleh sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Sumber daya manusia yang dijadikan sebagai pelaksana dalam suatu organisasi harus memahami akan tugas, tujuan dan sasaran serta tanggung jawab. 
	Implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya, baik sumber daya manusia, material dan metoda, sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Sumber daya manusia yang ditempatkan pada struktur forum mapalus kurang kapabel dan profesional. Dari sumber daya materil penunjang, fasilitas penunjang seperti sekretariat yang tidak lengkap dengan perlengkapan penunjang administrasi seperti komputer, meja, kendaraan operasional, tidak tersedia secara maksimal.Keterbatasan sumber daya manusia yang dijadikan sebagai pelaksana mapalus kamtibmas terlihat dari kurangnya personil baik bhabinkamtibmas maupun babinsa, serta kurang berperannya masyarakat.  

3. Disposisi/Sikap
Komitmen adalah perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu. Komitmen dapat diartikan juga sebagai suatu perjanjian yang diucapkan sesorang kepada diri sendiri atau kepada orang lain untuk ditepati dan dilaksanakan. Keterlibatan dalam pekerjaaan berarti memihak pada pekerjaan tertentu seseorang individu, sementara komitmen organisasional yang tinggi berarti memihak organisasi yang merekrut individu tersebut. Forum mapalus kamtibmas yang berhadapan langsung dengan masyarakat, maka sebagai pelaksana Forum mapalus kamtibmas dalam menjalankan tugasnya harus mampu menjalankan kebijakan-kebijakan dengan tujuan-tujuan mapalus kamtibmas dan mempunyai komitmen yang kuat terhadap tugasnya itu. 
		Komitmen yang lemah oleh pemerintah karena yang terkesan kebijakan yang asal buat dimana lemahnya dalam perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan. Demikian pula sikap tokoh masyarakat yang acuh tak acuh. Keterlibatan semua anggota forum mapalus kamtibmas ini seharusnya memudahkan penyelesaian masalah juga menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Namun ketelibatan masyarakat dalam forum mapalus kamtibmas sangat kurang. Karena keterbatasan personil keamanan, akibatnya bhabinkamtibmas maupun babinsa kurang berperan aktif dalam menjalankan tugasnya. Selain itu dalam proses pelaksanaan kebijakan terdapat kendala yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah seperti pendanaan dan sarana operasional. Bagaimana kebijakan ini akan berjalan dengan baik ketika tidak ada dukungan penuh dari pemerintah. Pastinya jika kendala ini tidak diperhatikan maka kebijakan ini tidak akan berjalan dengan baik. 

4. 	Struktur
Implementasi kebijakan struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (standard operating prosedures) atau disebut SOP. Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung akan melemahkan pengawasan dan meimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa standar operasi (standard operating prosedures) atau disebut SOP belum dipahami dengan baik di tingkatan struktural Forum Mapalus Kamtibmas, disebabkan sosialisasi bahkan supervisi oleh Pemerintah Provinsi kurang berjalan secara efektif. Tupoksi yang dipahami terkait tugas masing-masing lembaga seperti TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah. Hal ini tidak terkait dengan Kebijakan Pemerintah dalam Pergub nomor 8 tahun 2012 yang menjadi landasan Forum mapalus kamtibmas. Struktur forum mapalus kamtibmas di desa/kelurahan belum berfungsi sesuai dengan ketentuan dalam Pergub tersebut.

D. Strategi pengembangan institusi lokal “mapalus’ dijadikan dasar kebijakan Peraturan Gubernur No. 8 tahun 2012 tentang Pembentukan Forum mapalus kamtibmas.
	Kebijakan publik sering dipahami sebagai instrument yang dipakai pemerintah untuk memecahkan masalah publik secara teknokratis. Dalam arti pemerintah menggunakan pendekatan rational choice untuk memilih alternatif terbaik guna memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik dalam defenisi dari Dye (1996) adalah whatever governments choose to do or not to do. Maknanya Dye hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Interpretasi kebijakan menurut Dye di atas harus dimaknai dengan dua hal penting: pertama, bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh badan pemerintah, dan kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. 
Masyarakat telah menaruh harapan pada administrator publiknya, yaitu harapan agar mereka selalu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada publik. Untuk dapat menjadi abdi masyarakat yang selalu memperhatikan kepentingan publik, maka administrator publik perlu memiliki semangat kepublikan (the spirit of publicness). Semangat responsibilitas administratif dan politis harus melekat juga pada diri administrator publik, sehingga ia dapat menjalankan peran profesionalnya dengan baik.
Berdasarkan penjelasan di atas telah jelas bahwa organisasi publik dan administrator publik itu rnempunyai tanggungjawab administratif dan politis. Sehubungan dengan itu, maka untuk melaksanakan kedua tanggungjawab tersebut administrator publik harus dapat menghubungkan antara kepentingan publik dengan perumusan kebijakan publik. Tugas utama administrator publik mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kepentingan publik, tetapi sayangnya jarang sekali mereka mengenal teori tentang kepentingan publik tersebut. Selanjutnya Harmon (1986) menyarankan suatu model pembuatan kebijakan publik yang menunjukkan hubungan peran administrator publik (sebagai perumus kebijakan publik) dengan kepentingan publik. Model  perumusan kebijakan dari Harmon ini menggambarkan keterlibatan administrator baik secara implisit maupun ekplisit dalam pemilihan kebijakan publik, yang ditunjukkan dengan tingkat kaitan atau hubungan antara suatu kebijakan publik dengan kepentingan publik.
Kepercayaan publik (public trust) pada prinsipnya dapat dimulai dengan mempertanyakan kembali atas janji yang pernah diungkapkan oleh seseorang atau suatu komitmen yang dibangun oleh institusi. Perhatian masyarakat terhadap aspek-aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan memang ternyata tidak dapat dengan mudah diselesaikan dengan hanya menyalahkan satu pihak saja dan menjadikannya sebagai ‘kambing hitam’ atas fenomena yang terjadi.
Pengembangan kelembagaan menurut Esman (1996) di definisikan sebagai perencanaan, penataan, dan bimbingan untuk organisasi-organisasi baru atau yang disusun kembali utuk mewujudkan: a) mewujudkan perubahan-perubahan dalam nilai-nilai, fungsi-fugsi atau teknologi-teknologi fisik dan sosial; b). Menetapkan, mengembangkan dan membina hubungan-hubungan normatif dan tindakan-tindakan yang baru, c). Membina jejaring atau kaitan-kaitan utuk memperoleh dukungan dan kelengkapan dari lingkungannya.

1. 	Membangun Kepercayaan Publik. 
Program Mapalus kamtibmas ini sangat baik apalagi jika melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama artinya ada kerjasama dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Tapi program yang baik ini jika tidak didukung oleh semua pihak maka tidak akan optimal. Oleh karena itu sebaiknya setiap program yang dibuat oleh pemerintah harus disosialisasikan secara terus menerus kepada semua masyarakat agar masyarakat mengetahuinya dan berperan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. 
Untuk membangun kepercayaan publik maka sebaiknya pemerintah mensosialisasikan secara terus menerus program mapalus kamtibmas, ada kordinasi antar lembaga yang terlibat  supaya efektif. Demikian juga dana operasional harus dan ada transparansi anggaran, peralatan penunjang seperti kendaraan bermotor harus tersedia serta fasilitas lainnya.

2. Nilai-nilai





Sistem yang dibangun dalam mapalus kamtibmas belum berjalan sesuai dalam Pergub Nomor 8 tahun 2012, karena sistem keamanan dan ketertiban yang ada lebih kepada nilai-nilai mapalus yang dianut masyarakat Minahasa bukan berdasarkan pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu dengan Pergub tersebut. 






1. Peran Institusi lokal “Mapalus”sebagai basis penciptaan pelayanan publik di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada fokus pertama yakni: Peran institusi lokal mapalus sebagai basis penciptaan pelayanan publik di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Minahasa melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 8 tahun 2012 belum terlaksana sesuai harapan. Hal ini terlihat dengan dilembagakannya mapalus yang diambil dari nilai kearifan lokal masyarakat Minahasa seharusnya dapat menumbuhkan kebersamaan dan gotong royong dari lembaga kepolisian (bhabinkamtibmas), TNI (babinsa), pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat yang melebur dalam satu forum yang disebut Mapalus kamtibmas, kenyataanya belum terimplementasi dengan baik disebabkan faktor sosialisasi, koordinasi dan pendanaan kegiatan yang kurang transparan serta kurang memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat akibatnya institusi lokal mapalus ini kurang efisien dan efektif.

1.	 Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kesadaran masyarakat dalam bentuk partisipasi menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat; hanya sebagian masyarakat saja yang secara sadar berpartisipasi dengan mengedepankan budaya Mapalus, namun lainnya perlu ada feedback bagi mereka, walaupun Mapalus sebagai nilai-nilai budaya Minahasa seperti gotong royong, tolong menolong, rasa kekeluargaan atau kebersamaan dan persaudaraan sudah ada sejak dahulu dan dipraktekkan di Minahasa demikian juga dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Tapi untuk nilai-nilai mapalus sudah mulai bergeser dari bentuk dan jenisnya. Peran elit lokal dalam pembentukan partisipasi masih cenderung kurang dalam berpartisipasi; Tokoh masyarakat yang ada dalam struktur forum Mapalus Kamtibmas hanya secara formal tapi kenyataannya mereka tidak berfungsi. Dukungan Politik Anggota DPRD hampir tidak pernah terlihat. Peran lembaga legislatif sebagai bagian dari representatif masyarakat belum menjalankan tugas politiknya dalam fungsi budgeting (penganggaran) sehingga dukungan anggaran di tingkat kabupaten sama sekali tidak ada dan kurang mendukung. Hambatan partisipasi yang utama ialah lemahnya sosialisasi dan koordinasi dari pembuat kebijakan. 

3. Faktor-faktor institusional yang mempengaruhi kekuatan dan kelemahan peran Mapalus dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian, temuan yang didapat bahwa kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik karena kurangnya sosialisasi, sehingga kurangnya pemahaman implementor dan masyarakat mengenai program mapalus kamtibmas. Komunikasi ialah tahap yang penting dalam suatu kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif dan efisien. Hasil temuan yang diperoleh bahwa sumber daya manusia yang ditempatkan pada struktur forum mapalus kamtibmas kurang kapabel dan profesional. Sumber daya material penunjang, fasilitas penunjang seperti sekretariat dengan perlengkapan penunjang administrasi seperti komputer, meja, kendaraan operasional, tidak tersedia secara maksimal.
Komitmen yang lemah oleh pemerintah yang terkesan kebijakan yang asal jadi dimana lemahnya dalam perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan. Sikap tokoh masyarakat yang acuh tak acuh menjadi temuan penelitian ini.  Implementasi kebijakan melalui struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi ialah adanya prosedur operasi standar (standard operating prosedures) atau disebut SOP. Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak

4. Strategi Pengembangan Forum Mapalus sebagai wahana menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. 
Berdasarkan hasil temuan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem mapalus kamtibmas tidak berjalan sesuai dengan peraturan, kurangnya memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat, kurangnya koordinasi dan sosialisasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat yang ada di desa/kelurahan tentang pentingnya forum mapalus kamtibmas. Kurangnya keterlibatan dari seluruh unsur masyarakat dalam hal ini tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama dalam pelaksanaan mapalus kamtibmas. Kemudian dana operasional yang tidak tersedia, serta fasilitas penunjang yang tidak tersedia seperti kendaraan bermotor untuk kegiatan. Demikian juga para tokoh agama yang masih kurang berperan.
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